BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

73 BAWASLU

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA PEKALONGAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF NETRALITAS ASN DAN NON ASN
PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1057/PM.04/K.JT-31/09/2024
NOMOR : 800/1156/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat (02-09-2024), bertempat di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, yang bertanda

tangan di bawah ini:

I. MIFTAHUDDIN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tahun
2023 tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah
Masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan
di Jalan Pembangunan No. 5 Kota
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Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Pekalongan, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. RUSMANI BUDIHARJO : Kepala  Badan Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan
Wali Kota Pekalongan Nomor
800.1.3.3/0150 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan, pberkedudukan di Jalan
Majapahit No. 4 Kota Pekalongan,v yang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pekalongan, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama

dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing

disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga penyelenggara
Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota

Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian ~dan
pengembangan SDM yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
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3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut dari Kesepak
Bersama antara Bawaslu Kota Pekalongan dan Pemerintal; ?(tin
Pekalongan Tentang Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemililra:
Gubem.ur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2024 di Kota Pekalongan Nomor :1040/PM.04/K.JT-31/08/2024 dan

Nomor :100.2.2.3/4782 tanggal 27 Agustus 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Undarig Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
r 1 Tahun 2014

dengan Undang-

Kedua Atas Undang-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo

Tentan
Undang-

Undang-
Pemerintah Pengganti Undang-

Perubahan Ketiga Atas Undang-
turan Pemerintah Pengganti Undang-

g Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikot

g Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Undang Nomor 1

Penetapan Pera
a Menjadi

Tahun 2014 Tentan

Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Kedua
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;
Peratu i

ran Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan
etariat Jendral Badan

Tugas,

Pangst
ngsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekr

Pengawas ili
g Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi i
ovinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengaw

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasarn Netralitas Peg
ggota Tentara Na sional Indonesia, dan Anggota

as Pemilihan Umum Republik Indonesia

awai Aparatur

Sipil Negera, An
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
an Pengawas Pemilihan Umu

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
iat Jendral Badan Pengawas

Organisasi dan Tata Kerja Sekretarl

n Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum

awas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
lihan Umum Kecamatari,

or 3 tahun 2022

m Nomor 20 Tahun 2018

Pemilihan Umum;
2021

Peraturan Bad

Tentang

Pemiliha
i, Sekretariat Badan Peng
as Pemi
jlihan Umum Nom
Pengawas Pemilihan Umurm;
omor 2 Tahun 2024

ilihan Umum

Provins
dan Sekretariat Panitia Pengaw:

Peraturan Badan Pengawas Pem
Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungatt
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum N

perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pem
elenggaraan Pemilihan

tentang
Nomor 5 T ahun 2022 tentang Pengawasail Peny
Umum;
Peraturanl Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor © Tahun 2024
awasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
i dan Wakil walikota;

tentang Peng

Gubernur, Bupa ; dan Wakil Bup

Kota Pekalong
an Organisasi,
Kepegawaian dan Pengembang
aran Wali Kota Pekalongan No

Tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pen
4

t
un 2021 tentang

an NomoT 68 Tah
gerta Tata Kerja

Tugas dan Fungsi
an Sumber Daya M
mor 800.1.6/216
gawasarl Netral

Peraturan Wali

Kedudukarn, Susun
anusia;

Badan
4 Tahun 2023
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Pegawai di Lingku X
g. ngan Pemerintah Kota Pekalongan P s
Umum dan Pemilihan Tahun 2024; B ada Pemilinan

16. Surat Imbau .
L ;ln Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Nomor
S ; 2 Tentang Imbauan Netralitas ASN dan Non ASN di

gkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Berdas
= arkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
ewenan i i
o gan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
ciales R ;
aksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif

Netrali
alitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur,
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,

Wali Kota dan Wakil Wali Kota di

dengan ketentuan dan syarat-

syarat sebagai berikut :

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landas

PIHAK d
ASN Pa

Gubern

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN
an bagi PARA

alam rangka Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non
da Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
ur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah

Kota Pekalongan.

(2) Tujuan Pe

a.

rjanjian Kerja Sama ini adalah
kerja sama dan sinergitas antara kedua

meningkatkan komitmen,
Partisipatif Netralitas ASN dan

a dalam rangka Pengawasarn

N Pada Pelaksanaan Tahap
ernur, Wali Kota dan Wakil

lembag
Non AS
Wakil Gub
Pemerintah K
mewujudkan pel
permartabat, ber
terlaksana pemilihan yan
m, bebas, rahasia, j

terjadinya pelangg
5

an Pemilihan Gubernur dan

Wali Kota di Lingkungan

ota Pekalongan.

aksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih,

keadilan dan perkualitas ~dapat sehingga

g demokratis berdasar
ujur, dan adil, khusu
aran terhadap Netralit
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Sipil Negar _
Peigawagsa: (1/::::; pei?bat Negara-dan- Rejabat Lainnya fhelalut
Pelaksanaan Taha aia :,f I\.“ftralitas ASN dan Non ASN Pada
Wali Kota dan W:I){jl Wen-nhhan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pekalongan. ali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanji : o

AS-I]\I ! rjanjian Kerja Sama ini adalah Pengawasan Partisipatif Netralitas

i Zn Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan
ubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah

Kota Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

Koordinasi terkait pengawasan partisipatif Netralitas ASN dan Non

a.
ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

b. Pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; dan

c. Tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Partisipatif Netralitas

(2) Dalam melaksanakan kerja sama Pengawasan
n Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

a dimaksud pada ayat (1) harus teta
RA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan

ASN da
sebagaiman

p memperhatikan

kewenangan PA
perundang-undangan.
Pasal 4

HAK DAN KEWAJ IBAN

ai hak sebagai berikut:

(1) PARA PIHAK mempuny
a. Mendapatkan informasi yang akurat terkait pengawasan
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(1) PARA PIHAK bekerja sama dalam melaks

(2)

netralitas ASN d
an Non ASN dij Linglkun .
Pekalongan; gan Pemerintah Kota

b. Melakukan ialisasi
ety Assos1a11sas1 dan upaya pencegahan pelanggaran
i N dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota
ongan sesuai kewenangan masing-masing;d
c. Menindaklanjuti - e
i anjuti pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di
g gan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kewenangan

masing-masing.

2) PA i
(2) RA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Memberi i i
) erikan informasi dan data dukung terkait pengawasan
n :
etralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan;
b. Menyi i i
enyiapkan materi terkait sosialisasi dan upaya pencegahan
pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kewenangan masing-
masing;dan
c. Memberikan informasi data dukung dan menindaklanjuti

terkait pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

anakan kegiatan terkait

N Pada Pelaksanaan

Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non AS

emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan

Tahapan P
Walkil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
dapat dilakukan

Kegiatan sebagaimana
melalui kegiatan sosialisasi dan
an pelanggaran netralitas ASN d
ekalongan, serta tindak lanjut pelan

ewenangan PARA PIHAK.

dimaksud pada ayat (1),
koordinasi dalam pengawasan dan
pencegah an Non ASN di Lingkungan

ggaran netralitas

Pemerintah Kota P
ASN dan Non ASN sesuai k
7
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Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK
i, sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas
s : y
o anaan kerja sama dapat dilaksanakan setelah tahapan pemilihan
.u.ernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan berakhir.
Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan

kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 berlangsung
terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan

peraturan perundang—undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR
8
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2) Perubahan terhadap al

::;b;fattl:a: alter:ksan?ny.a Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat
g il tidzk f t(:jadl di luar kemampuan (keadaan kahar) antara
gl makaer P::Itjs pada bencana alam, huru-hara, kebakaran
rnemberikan’ laporan t AK' s i o g B S
e o 'ertuhs kepada PIHAK lainnya paling lambat
ari kalender setelah terjadinya keadaan kahar
tersebut.
Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK,
akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau
terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh

PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian

Kerja Sama ini.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

ntuk surat menyurat yang dilakukan PARA PIHAK berkenaan

Segala be
ukan ke alamat

dengan Perjanjian Kerja Sama ini, hanya sah jika dityj

sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

- J1. Pembangunan No.5 Kraton Lor Kota Pekalongan

Alamat
Telepon : (0285) 426665
Email : set.pekalongankota@bawaslu.go.id
b. PIHAK KEDUA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKALONGAN
Alamat :Jalan. Majapahit No. 4 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 412522

pekalongankota@gmail.com

Email . bkpsdm.
amat sebagaimana dimak:

sud pada ayat (1)

BKPSDM Divisi
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hanya berlaku jik
memberitahukanjs ® PIHAK yang melakukan perubahan telah
ccara tertulis kepada PIHAK lainnya

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal
Bt yang belum diatur dan/ atau dalam hal akan dilakuk
R o _ an di an
S ;‘an; Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan
A an? perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan
. tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

(2) Pelak janiji i
sanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan

terjadi i
rja .nya pergantian kepemimpinan dan perubahan  struktur
organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.
Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP
HAK

i dibuat berdasarkan itikad baik PARA Pl

Perjanjian Kerja Sama in
masing dengan

untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-

ran dan ketentuan yang perlaku pada masing-

saling menghormati peratu

masing PIHAK.
a Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

al, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada

a Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
ntuk arsip, masing-masing

ntuk PARA PIHAK dan

Perjanjian Kerj
pada hari, tangg

awal Perjanjian Kerj
n 1 (satu) tanpa materai u

hukum yang sama u

a mestinya

permaterai cukup da
punyai kekuatan

gunakan sebagaiman

menl

diper.
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hanya . berl jilka PIHAK yang melakukan perubahan telah

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau dalam hal akan dilakukan
perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan
iebih lanjut dalam perjanjian tambahan {adendum) berdasarkan
kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan
terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur

organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

a Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK

Perjanjian Kerj
masing dengan

untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-

saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-

masing PIHAK.

ian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada
am rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
tuk arsip, masing-masing

tan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan

Perjanj
pada hari, tanggal, bulan,

awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dal

bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai un

mempunyai kekua
ana mestinya.

dipergunakan sebagaim

JHAK KESATU
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